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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis di Lembaga
Pemasyarakatan Wirogunan, maka penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana
tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan
pengurangan masa pidana (remisi) yaitu pertama-tama narapidana harus menjalani pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dari keseluruhan masa pidana yang dijatuhkan padanya,
berkelakuan baik, bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membongkar kasus tindak
pidana yang dilakukannya dan juga membayar ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang
ditentukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah itu Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Wirogunan mengusulkan pemberian remisi bagi narapidana ke Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Ham akan memberikan remisi setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari awal tahun 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 20 September 2016, jumlah narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 41
orang, yang sudah diberikan remisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 30
(tiga puluh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dengan demikian, menurut penulis pemberian
remisi sebagaimana yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sudah
terlaksana sesuai dengan perturan yang berlaku dan hak-hak narapidana khususnya

narapidana korupsi sudah terpenuhi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan apabila narapidana tindak
pidana korupsi didalam melaksanakan masa pidananya sudah terlihat adanya suatu perubahan
baik berupa tingkah laku dan akhlak narapidana menjadi lebih baik, maka terhadap
narapidana korupsi tersebut sebaiknya bisa diberikan remisi tanpa disertai hal-hal yang dapat
mengahambat adanya pemberian remisi tersebut, karena dengan pemberian remisi itu dapat
mengurangi perkelahian sesama narapidana, mengurangi jumlah kapasitas narapidana yang

ada di lembaga pemasyarakatan yang juga dapat memacu narapidana untuk berkelakuan baik.
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